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ABSTRAK

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari merupakan kewenangan dari
Wali Nagari berpedoman kepada Permendagri No0.83/2015 juncto Permendagri
N0.67/2017. Meskipun telah ada aturan hukum yang mengatur terkait dengan
pemberhentian Perangkat Nagari ini, dalam praktiknya masih saja ditemukan
keluhan dari Perangkat Nagari yang diberhentikan karena dinilai tidak sesuai
dengan mekanisme yang semestinya, seperti halnya dalam pemberhentian Kepala
Jorong Tigo Balai di Kenagarian Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah proses
pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai di Kenagarian Pangkalan Kabupaten
Lima Puluh Kota? 2. Bagaimanakah hasil temuan Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pemberhentian Kepala Jorong
Tigo Balai di--Kenagarian, Pangkalan> Kabupaten, LimaPuluh Kota? 3.
Bagaimanakah ' tindak lanjut Ombudsman Republik” Indonesia Perwakilan
Sumatera Barat terhadap pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai di Kenagarian
Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota? Jenis penelitian yang digunakan adalah
yuridis-empiris (sosiologis), dengan teknis pengumpulan data melalui wawancara
dan studi dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan
disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini- adalah: 1. Pemberhentian
Kepala Jorong Tigo Balai melalui SK Wali Nagari Pangkalan No.82/2020 yang
mana SK N0.82/2020 ini terbit atas rekomendasi dari Camat Pangkalan Koto Baru
melalui Surat Nomor. 140/154/Rek/Pem/IX-2020 2. Ombudsman Republik
Indonesia Indonesia  Perwakilan Sumatera Barat menemukan adanya
Maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam pemberhentian Hasni dari
jabatannya sebagai Kepala Jorong Tigo Balai. 3. Tindak lanjut yang dilakukan
oleh Ombudsman Republik Indonesia Indonesia Perwakilan Sumatera Barat
adalah menyerahkan upaya penyelasaian kepada pihak yang bersengketa dengan
cara mediasi, kemudian dalam mediasi tersebut juga telah ditemukan kesepakatan
antar pihak yang bersengketa.
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